BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

1. Penyelanggaraan Perpres Nomor 1 Tahun 2022 mengenai program
Rencana Umum Nasional Keselamatan 2021-2040 masing-masing
pilar di Kota Bekasi telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun
ada beberapa program daari beberapa pilar dalam RUNK yang
belum terlaksana, diantaranya ada beberapa faktor mengapa ada
beberapa program RUNK belum terlaksana di Kota Bekasi yaitu
karena program tersebut didalam Peraturan Presiden yang baru
tahun 2022 serta keterbatasan anggaran dan sosialisasi dari
nasional sampai ke daerah Kabupaten/Kota khususnya di Kota
Bekasi. Namun dalam rangka mendukung dan melaksanakan
Perpres Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Program RUNK sebagai
upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di
Kota Bekasi, masing-masing pilar di Kota Bekasi terus melakukan
perbaikan dan merealisasikan program-program sesuai dengan
Perpres Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan hasil inventarisasi
program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan
(RUNK) 2021-2040 yang telah dilakukan di Kota Bekasi mencapai
rata-rata 74,2% dengan rincian pencapaian masing-masing pilar:
Pilar 1 Bappelitbangda sebesar 66,7%, Pilar 2 DBMSDA sebesar
87,5%, Pilar 3 Dishub sebesar 77,4%, Pilar 4 Kepolisian (Polres)
sebesar 62,08%, Pilar 5 Dinkes sebesar 75%.

2. Berdasarkan Analisis Keselamatan mengenai identifikasi Daerah
Rawan Kecelakaan (DRK) dengan menggunakan metode EAN/AEK
(Angka Ekivalen Kecelakaan). Dibagi 3 klasifikasi ruas jalan dengan
daerah rawan kecelakaan tertinggi menurut status jalannya. Untuk
Jalan Nasional yaitu Jalan Raya Sultan Agung, Jalan Provinsi yaitu
Jalan Raya Siliwangi (Narogong), Jalan Kota yaitu Jalan KH Nor Ali.
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3. Berdasarkan hasil analisis mengenai ruas jalan daerah rawan

kecelakaan di Kota Bekasi menghasilkan rekomendasi penanganan

daerah kecelakaan yaitu:

1)

2)

Ruas Jalan Raya Siliwangi direkomendasikan untuk perbaikan
geometrik jalan, merekomendasikan perkerasan jalan jenis
composite pavement (campuran beton dan aspal), pelebaran
jalan, membuat trotar arah cibubur dan perbaikan trotoar,
penertiban pedang pasar dan parkir liar penyebab hambatan
samping jalan, pemasangan median pagar jalan, pemasangan
dan perbaikan rambu perlengkapan jalan, manjamen
kecepatan jalan batas kecepatan 40km/jam dan pita
penggaduh, perbaikan dan pengecatan ulang marka jalan
serta penambahan zebra cross, Perbaikan PJU yang tidak
berfungsi, perbaikan paku marka tengah jalan, melakukan
edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan
dan mematuhi aturan berlalu-lintas dilakukan secara berkala
dari pelajar, pekerja, dan supir kendaraan angkutan umum
atau barang, melakukan penegakan hukum dan sosialisasi
kepada pelaku pengguna jalan pelanggar lalu lintas.
Penegakan hukum secara manual langsung atau secara
elektronik (E-TLE).

Ruas Jalan Raya Sultan Agung

Ruas Jalan Raya Sultan Agung direkomendasikan untuk
perbaikan geometrik jalan, mendesain ulang Zona Selamat
Sekolah (Z0SS), pemasangan dan perbaikan rambu
perlengkapan jalan, manjamen kecepatan jalan batas
kecepatan 30km/jam dan pita penggaduh, perbaikan dan
pengecatan ulang marka jalan, Perbaikan PJU yang tidak
berfungsi, melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai
pentingnya keselamatan dan mematuhi aturan berlalu-lintas
dilakukan secara berkala dari pelajar, pekerja, dan supir
kendaraan angkutan umum atau barang, melakukan

penegakan hukum dan sosialisasi kepada pelaku pengguna

383



jalan pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum secara manual
langsung atau secara elektronik (E-7LE).

3) Ruas Jalan KH Nor Ali direkomendasikan untuk perbaikan
geometrik jalan, perlengkapan jalan berupa pemasangan
rambu batas kecepatan,pemasangan pita penggaduh,
pemasangan warning light, pemasangan marka garis tepi,
pemasangan marka garis putus-putus membujur, melakukan
upaya penanganan daerah rawan kecelakaan melalui edukasi
dan sosialisasi keselamatan lalu lintas dilakukan secara
berkala dari pelajar, pekerja, dan supir kendaraan angkutan
umum atau barang, melakukan penegakkan hukum melalui
operasi kepatuhan secara rutin atau secara elektronik (£-
TLE).

VI.2 Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Magang Dinas
Perhubungan Kota Bekasi mengenai pelaksanaan kinerja

keselamatan jalan di Kota Bekasi, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya forum Keselamatan LLAJ sebagai pengenalan
Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) ke berbagai
instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 Pilar agar
tiap-tiap stakeholder saling berkoordinasi dan memahami akan
peran dan tanggungjawab guna meningkatkan program-
program keselamatan agar target pencapaian RUNK tercapai.

2. Perlu adanya pelaksanakaan terkait program-program RUNK
yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan
program RUNK yang telah terlaksana, sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

3. Perlu adanya evaluasi dan monitoring dalam setiap berbagai
capaian atau kegiatan mengenai kinerja RUNK untuk menjadi
acuan sehingga membentuk peningkatan keselamatan jalan di
Kota Bekasi.
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4. Perlu adanya penanganan dan perbaikan segera terhadap
daerah rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan
jalan, bahaya sisi jalan, penegakan hukum terhadap pengguna

jalan yang melanggar, serta melakukan sosialisasi dan edukasi

keselamatan LLAJ.
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